




Indonesia merupakan salah satu  negara yang memiliki jumlah populasi 
255 juta penduduk, dimana hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang 
memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 setelah Amerika Serikat.
1
 Selain jumlah
penduduknya yang besar, luas negara kepulauan, dan tidak meratanya penyebaran 
penduduk, membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait 
hal kependudukan. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi mengenai 
jumlah penduduk yang besar adalah kurang tersediannya lapangan pekerjaan. 
Setiap masyarakat membutuhkan pekerjaan, pekerjaan tidak hanya untuk 
memperoleh penghasilan bagi seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup bagi 
diri dan keluarganya, tetapi juga dimaknai sebagai sarana untuk 
mengaktualisasikan diri sendiri, orang lain dan lingkungannya.
2
Mengingat pentingnya pekerjaan tersebut, dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2)  disebutkan bahwa “tiap-tiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”. Namun dalam realitasnya kesempatan kerja dalam negeri sangat 
terbatas, semetara jumlah angkatan kerja semakin meningkat, hal ini 
menyebabkan semakin membengkaknya angka pengganguran. Di sisi lain 
kesempatan kerja diluar negeri masih terbuka dan tingkat upah yang ditawarkan
1
Anon. 2017. Penduduk Indonesia, http://www.indonesia-investments.com/id. diakses 
tanggal 15 Maret 2017 
2
  Muslan Abdurrahman. 2006.  Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum. 





cukup memadai, realitas ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat 
Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Dengan demikian penempatan 
tenaga kerja Indonesia untuk menjadi buruh migran di luar negeri merupakan 
suatu kebijakan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan hak dan kesempatan 
yang sama bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan 
penghasilan yang layak, guna mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi 
khususnya terhadap buruh migran dan keluarganya. 
 Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2016 menempatkan sedikitnya 234.451 
jiwa buruh migran Indonesia. Buruh migran juga mampu menyumbang devisa 
Negara sebanyak 8 miliar dollar AS (78,8 trilliun) tahun 2011.
3
 Sejalan dengan 
besarnya jumlah buruh migran Indonesia, jumlah kasus dan perlakuan yang tidak 
manusiawi terhadap buruh migran Indonesia juga terbilang cukup besar. 
Sepanjang tahun 2016 BNP2TKI mencatat beberapa aduan mengenai 
permasalahan buruh migran Indonesia diantaranya gaji tidak dibayar sebesar 472 
aduan, buruh migran yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
sebelum masa perjanjian kerja berakhir sebesar 705 aduan, buruh migran  yang 
mendapatkan perkerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebesar 182 aduan 
dan buruh migran yang mendapat potongan gaji melebihi ketentuan sebesar 109 
aduan serta permasalahan lainnya yang sekitar 1.307 aduan.
4
 Data tersebut belum 
termasuk dengan jumlah buruh migran tidak resmi yang tidak melakukan aduan. 
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 Suatu kewajiban bagi Negara untuk  memberikan perlindungan terhadap 
warga negara dan kepentingannya, tidak hanya warga di dalam negeri tetapi juga 
warga negaranya yang di luar negeri. Seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan 
UUD 1945 juga mengamanatkan kepada Negara untuk melindungi segenap 
bangsa, warga-negara Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 
Dengan demikian pemerintah menempati posisi utama dalam menciptakan situasi 
kondusif bagi terwujudnya perlindungan yang komprehensif bagi buruh migran 
Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 
dimaksudkan agar terciptanya mekanisme penempatan yang efektif yang 
berdimensikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi buruh migran untuk 
mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi berbagai persoalan yang menimpa 
buruh migran.
5
 Sebagaimana disebutkan pada bagian konsideran menimbang 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Tenaga Kerja Indonesia sering dijadikan 
objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban 
kekerasan, kesewang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, 
serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
6
 Namun demikian 
persoalan yang menimpa buruh migran Indonesia masih terus terjadi, berbagai 
kelemahan secara subtansi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 
memberikan konstribusi terhadap hal tersebut baik norma yang diatur maupun 
kelembagaan yang terlibat didalamnya. 
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   International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai 
Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) atau 
Konvensi Buruh Migran 1990. Disahkan oleh PBB melalui resolusi PBB pada 
tanggal 18 Desember tahun 1990 dan berlaku sejak Maret 2003, hingga tahun 
2010 konvensi ini telah diratifikasi oleh 47 negara.
7
 Konvensi ini adalah bentuk 
perjanjian internasional yang lengkap, serta memiliki kekuatan hukum mengikat 
dengan standar-standar model hukum dan prosedur peradilan yang dapat 
diadaptasi oleh setiap negara. Meskipun Indonesia sudah menandatangi konvensi 
ini sejak  tahun 2004 namun Indonesia baru meratifikasi pada tahun 2012 kedalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi 
PBB Tahun 1990. Ratifikasi tersebut didasari atas Indonesia sebagai salah satu 
negara pengirim buruh migran terbesar di dunia, tetapi tingkat perlindungan dan 
keamanan bagi buruh migran tersebut masih tergolong rendah.
8
 Oleh karena itu 
ratifikasi ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan Indonesia dalam 
memberikan keamanan serta kenyamanan bagi buruh migran Indonesia.    
Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 dapat mengatur dan menjamin 
perlindungan bagi pekerja migran dan anggota keluarga dalam semua fase 
migrasi. Mulai dari fase kepergian pekerja, penempatan, hingga kepulangan.
9
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Konvensi ini dapat menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian bilateral dan 
multilateral bagi negara dan dapat membantu untuk mencegah migrasi yang tidak 
aman, dikarenakan negara dapat meningkatkan posisi tawar menawar untuk 
menuntut perlindungan maksimal bagi pekerja migran kepada negara penerima 
pekerja. Konsikuensi dari Negara yang meratifikasi konvensi adalah Negara 
tersebut harus mampu mengimplementasikannya dalam bentuk pembaruan 
kebijakan dan sudah menjadi kewajiban utama bagi Negara yang meratifikasi 
untuk mengharmonisasi kebijakan-kebijakan nasional agar berkesesuaian dengan 
instrumen konvensi buruh migran 1990.
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Beberapa tahun setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Buruh Migran 
1990, belum adanya menunjukan kemajuan signifikan terhadap jaminan 
perlindungan hak-hak buruh migran. Pemerintah juga belum menunjukan adanya 
harmonisasi hukum nasional mengenai perlindungan buruh migran, Rancangan 
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) 
yang seharusnya merujuk pada standar baku perlindungan hak-hak pekerja migran 
dan anggota keluarganya sebagaimana tercantum dalam Konvensi Buruh Migran 
1990 tidak kunjung selesai dibahas dan peraturan pusat seperti Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dikeluarkan setelah Indonesia 
meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 belum memuat isi dari konvensi 
tersebut. Sementara untuk peraturan daerah, hampir setiap kabupaten/kota 
maupun provinsi memiliki peraturan daerah terkait perlindungan tenaga kerja. 
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Disini penulis mengambil sampel peraturan daerah atau provinsi di Indonesia dari 
beberapa kota atau kabupaten dengan jumlah penempatan buruh migran Indonesia 
paling banyak berdasarkan data BNP2TKI tahun 2016. Daerah- daerah tersebut 
diantaranya, Kabupaten Cirebon dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 
Nomor 2 Tahun 2014 SERI C.1 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin 
Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), Kabupaten Cilacap dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung. Kemudian untuk Peraturan 
Daerah Provinsi  seperti  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor  9 Tahun 
2013 tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
Asal Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia ke 
Luar Negeri ,  dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.  
Dari beberapa peraturan daerah tersebut ada beberapa yang sudah 
menjadikan Konvensi Buruh Migran 1990 sebagai acuan dalam pembuatan 
peraturan daerah tersebut ada juga yang masih belum. Bahkan adapula beberapa 
kabupaten yang merupakan kabupaten dengan jumlah penempatan buruh migran 





buruh migran Indonesia. Beberapa daerah tersebut diantaranya Kabupaten 
Lombok Tengah, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. 
Akibatnya, kerentanan dan pelanggaran hak asasi yang dihadapi oleh buruh 
migran Indonesia dan anggota keluarganya masih terus terjadi. 
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
hukum yang berjudul “Pengaturan Hukum Perlindungan Buruh Migran 
Indonesia dan Harmonisasi Hukum Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 
Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya” guna 
mengetahui problematika hukum apa pasca ratifikasi konveni migran 1990 dan 
langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk upaya 
harmonisasi kedalam hukum nasional.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi 
pokok permasalahan yaitu : 
1. Bagaimana harmonisasi Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tentang 
Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya ke dalam Rancangan 
Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran Indoensia? 
2. Bagaimana harmonisasi hukum Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 
ke dalam hukum lokal daerah? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting keberadaannya dalam 
menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang ada. 





1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah hukum nasional Indonesia 
yang berupa rancangan undang-undang terkait perlindungan buruh migran 
Indonesia sudah harmoni dengan ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 
terkait dengan Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. 
2. Untuk mengatahui dan menganalisa harmonisasi Ratifikasi Konvensi PBB 
Tahun 1990 kedalam hukum lokal daerah 
D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis 
maupun teoritis sebagai berikut ; 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu 
pengetahuan tentang permasalah yang dikaji oleh penulis yaitu 
permasalahan mengenai peraturan hukum perlindungan buruh migran 
terutama setelah ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Selain itu juga 
sebagai syarat untuk penulitas tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Bagi Akademisi 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana penambah wawasan maupun 
referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan 
buruh migran dan harmonisasi hukum setelah ratifikasi Konvensi Buruh 
Migran 1990. 





Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi terhadap buruh 
migran Indonesia terkait harmonisasi hukum ratifikasi Konvensi Buruh 
Migran 1990 ke dalam hukum Nasional. 
E. Kegunaan Penelitian 
 Atas dasar maksud, tujuan dan alasan yang penulis uraikan diatas maka, 
penulis berharap penelitian ini akan memiliki kegunaan yaitu dapat memberikan 
sumbangan berupa saran/masukan kepada pemangku kepentingan yaitu 
pemerintah pusat dan daerah yang fokus pada isi buruh migran untuk dapat 
memberikan perlindungan maksimal bagi buruh migran yang bekerja diluar negeri 
dengan melakukan harmonisasi hukum ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 
tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, berdasarkan 
ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis 
normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk 
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
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 Kemudian 
penulis juga menggunakan pendekatan harmonisasi hukum yaitu 
pengkajian komprehensif terdahap peraturan perundang-undangan setelah 
adanya ratifikasi, dengan tujuan untuk mengetahui apakah peraturan 
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tersebut, dalam  berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau 
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan 
hukum tidak tertulis di masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan 
perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, 
yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
12
  Nantinya 
penulis akan menggunakan beberapa peraturan pemerintah baik peraturan 
pemerintah pusat, peraturan pemerintah provinsi dan peraturan pemerintah 
kabupaten/kota sebagai sampel untuk dikaji dan diidentifikasi. 
2. Jenis Bahan Hukum 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan 
perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan 
Ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990  
3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor  9 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia Asal Jawa Barat 
4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan  Tenaga Kerja 
Indonesia ke Luar Negeri 
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5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten 
Banyumas 
7) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 SERI 
C.1 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Memperkerjakan 
Tenaga Asing (IMTA)  
8) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap  
9) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten 
Tulungagung 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer berhubungan dengan objek penelitian seperti buku-buku, skripsi, 
surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli 
atau sarjana hukum. Kemudian juga menggunakan dokumen atau arsip-
arsip seperti arsip data jumlah penempatan dan perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan-bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan 





ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, glossary, dan 
bahan lain. 
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian data sekunder berupa 
mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, 
mengumpulkan literatur, dan mengakses internet berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
4. Teknik Analisa  Bahan Hukum 
Dengan data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisa 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan sesuai permasalahan yang akan dikaji berdasarkan 
analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas. Analisa bahan hukum dilakukan 
dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yaitu peraturan 
perundang-undangan dari beberapa daerah baik peraturan daerah 
kabuptan/kota maupun provinsi dengan jumlah penempatan buruh migran 
Indonesia paling banyak berdasarkan data BNP2TKI tahun 2016 yang 
mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia. Pendekatan 
dilakukan dengan  mengidentifikasi isi dari beberapa peraturan daerah 
tersebut yang kemudian dikaitkan dengan Konvensi Buruh Migran 1990 
sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang 
akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode 





umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan 
saran dalam rangka perbaikan. 
 
 
 
 
